
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN D A E R A H KOTA GORONTAJ.O 

TAHUN 2025-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WAL I KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a . bahwa da lam rangka menjamin keterkai tan dan 

kons is tens i an ta ra perencanaan, penganggaran 

pe laksanaaan dan p(;ngawasan, perl a d i susun 

Rencana Pembangunan Daerah Kota Gorontalc 

T a h u n 2025-2026; 

b. bahwa u n t u k menindakkmjut i I n s t ruks i Menteri Da lam 

Negeri Nomor 3 T a h u n 2023 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Ciaerah Bagj 

Daerah dengan m a s a j aba tan Kepala Daerah berakhi i 

pada t a h u n 2024 dan Datirah Otonom B a r u . 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud dalam h u r u f a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Wal l Kota tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2025-2026. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Dfierah T ingkat 11 di Sulawesi 

(Lembaran Negara T a h u n 1959 Nomor 74- Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 2:5 T a h u n 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4421) ; 

WALi KOTA GORONTALO 

PROVINS! GORONT ALO 

PERATURAN WALi KOTA GORONTALO 

NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENT ANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO 

TAHUN 2025-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WAL! KOTA GORONTALO, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan da 

konsistensi antara perencanaan, 

pelaksanaaan dan pengawasan, 

Rencana Pembangunan Daerah 

Tahun 2025-2026; 

penganggaran 

perli 
disusu1 

Kota Gorontalo 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dala 

Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir 

pada tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru. 

"I! , v - .,. 
.... '( 
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I 

Mengingat 

c. 

1. 

2. 

bahwa berdasarkan pertimbangan uebagaiman, 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Rencana 
Pembangunan 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025-2026. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentan1 Pembentukan Daeran-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Tahun I 959 Nomor 74 Tambahanl 

Lembaran Negara Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 
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Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahem Lembaran 

Negara Republ ik Indonesda Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 T a h u n 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 T a h u n 2022 tentang Cipta Ker ja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6856) ; 

Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2022 tentang 

Hubungan Keuangan an ta ra Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (l..embaran Negani Republik 

Indonesia T a h u n 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5767) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

T a h u n 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322) ; 

Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 111 

T a h u n 2022 tentang Pe laksanaan Pencapaian T u j u a n 

Pembangunan Berke lan jutan (Lembaga Negju-a Republ ik 

Indonesia T a h u n 2022 Nomor 180); 

Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 

tentang T a t a ca ra perencanaan, Pengendalian danj 

E v a l u a s i Pembangunan Daerah, T a t a C a r a Eva luas j 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanal 

Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah, Ser ta Tata 

C a r a Perubahan Rencana Pembangunan J a n g k a 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan J a n g k a 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahl 

Daerah (Beri ta Negara Rcipublik Indonesia T a h u n 2017 

Nomor 1312); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliJ 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaiman, 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang] 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndanJ 
I 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negar 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20:22 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5767); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran NegarJ 

Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6322); 

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 

Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republiki 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

, 
__ 
.... I '\I 
.... - ..... � 

"" ' 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 ?ii 
tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pernbangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1312); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 T a h u n 2019 

tentang Sistem Informasi Pemer intahan Dj ierah (Beritsi 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 1114); 

9. Peraturan Menteri Dalarr, Negeri Nomor 90 T a h u n 2019 

tentang Klas i f ikas i , Kodefikasi, dan Nomenklatu:-

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daera l i 

(Ber i ta Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2 0 1 ^ 

Nomor 1447); 

10. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 18 T a h u n 2020 

tentang Peraturan Pe laksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 T a h u n 2019 Tentang Laporan dan E v a l u a s i 

Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah; 

11 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 

tentang Pedoman Tekn i s Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 202(|) 

Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 T a h u n 2 0 2 ^ 

tentang Penerapan Standar Pe layanan Minimal ; 

13. Peraturan Daerah Nomor 3 T a h u n 2002 tentang 

T ransparans i Penye lenj^araan Pemer intahan Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2002 Nomor 3, Tambahan Lembi i ran Daeralji 

Kota Gorontalo Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2002 tentank 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah 

Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2008 tentan 

Rencana Pembangunan J a n g k a Panjjmg D a e r a i 

T a h u n 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Goronta l t 

T a h u n 2008 Nomor 9, T a m b a h a n Lembaran Daerap 

Kota Gorontalo Nomor 102); 

16. Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2019 ten tank 

Rencana T a t a Ruang Wi layah Gorontalo 
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I 
Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatu} 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan DaerJ 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1447); 
I 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 201 � 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (BeriJ 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

9. 

8. 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Peiaksanaan Peraturan Pemerinta, 

Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyeienggaraan Pemerin.tahan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengeioiaan Keuangan 
Daer4 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

12. 

13. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 202r 
tentang Penerapan Standar Peiayanan Minimal; 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentank 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lernbaran Daerah 

14. 

Kota Goran talo N omor 11 ) ; 

Peraturan Daerah Nornor 4 Tahun 2002 

Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan 

ten tank 

Daerab 

Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 12); 

16. Peraturan Daerah Nornor 9 Tahun 2019 tentang 

15. Peraturan Daerah Nornor 9 Tahun 2008 ten.tan� 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Goronta1b 

Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daeri 
Kota Gorontaio Nomor 102); 

• ' , � 

: : �- 
" • 'I(" 
0 ' if Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo 
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T a h u n 2019-2039 (Lembaran Daerah Koi:a Gorontalo 

T a h u n 2019 Nomor 9, T a m b a h a n Lembaran Daerap 

Kota Gorontalo Nomor 223). 

17. Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 10 T a h u n 2019 tentang Rencana Pembangunan 

J a n g k a Menengah Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalj) 

T a h u n 2 0 2 1 Nomor 5); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkgm : P E R A T U R A N WALI KOTA GORONTALO TENTAN(l l 

RENCANA PEMBANGUNAN D A E R A H KOTA GORONTALO 

TAHUN 2025-2026 

B A B l 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Wal l Kota in i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo 

2. Pemerintah Daerah ada lah Pemerintah Kiota Gorontalo. 

3. Dewan Perwaki lan R a l ^ a t Daerah yang se lan jutnya dis ingkat DPRlp 

adala l i Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah Kota Gorontalo. 

4. Wal l Kota ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

5. Kepala B a d a n Perencanaan PeneUtian dan Pengembangan ada lah 

Kepala B a d a n Perencanaan Penelitifm dan Pengembangan Kota 

Gorontalo. 

6. Perangkat Daerah yang se lan jutnya dis ingkat PD ada lah EJadan, D inas , 

Inspelitorat, Bag ian, S a t u a n Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di 

l ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

7. RencEina Pembangunan T a h u n a n Nasional, yang se lanjutnya disebut 

Renccina Ker ja Pemerintah (RKP) ada lah dokumen Perencanaan 

Nasional u n t u k periode 1 (satu) t ahun . 

17. 
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Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kora Gorontal 

Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daer1 
Kota Gorontalo Nomor 223). 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalt 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunar 
Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalb 

I Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2021 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALi KOTA GO RO NT ALO TENT AN 

-· -·· • Iii ''1tl 
:� l 
U'9 - ' '" i 

I 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTAL 

TAHUN 2025-2026 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPR 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo. 

5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah 

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota 

Gorontalo. 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinar, 
Inspektorat, Bagian, Satuan Palisi Parnong Praja dan Kecamatan , i 

lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya diseb t 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen Perencanaan 

Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 

6. 
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8. Rencana Pembangunan T a h u n a n Daerah yang se lan jutnya disebut 

Rencana Ker ja Pemerintah Daerah yang se lan jutnya dis ingkat R K P E 

adalah dokumen perencanaan daerah u n t u k periode 1 (satu) t ahun . 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang se lanjutnya dis ingkat dengar. 

Rens t ra Perangkat Daerah ada lah dokumen perencanaan Perangka : 

Daerah u n t u k periode 5 (lima) t ahun . 

10. Rencana Ker ja Perangkat Daerah yang se lan jutnya dis ingkat Renj j i 

Perang;kat Daerah ada lah dokumen pe;rencanaan Peranj^kat Daera l i 

u n t u k periode 1 (satu) t ahun . 

11 . Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Daerah yang selanjutnyj i 

disingl-cat R P J P D ada lah dokumen perencanaan Daerah u n t u k 

periode 20 (dua puluh) t ahun . 

12. Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang Nasional yang se lan jutnya 

dis ingkat R P J P N ada lah dokumen perencanaan Pembangunan nas iona l 

u n t u k periode 20 (dua puluh) t ahun . 

13. Anggaran Pendapatan dan Be lan ja Daerah, se lan jutnya dis ingkat A P B D 

adalah rencana keuangan t ahunan Pem<jrintahan Daerah yang d ibahas 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan D P R D dap 

diteta]3kan dengan Peraturan Daerah. 

B A B I I 

MAKSUD, T U J U A N DAN RUANG L I N G K U P 

Pasa l 2 

Maksud d i s u s u n n y a Pera turan Wal i Kota in i ada lah sebagai a rah dap 

pedoman da lam penyusunan R K P D , R E N S T R A Perangkat Daerah dap 

R E N J A Perangkat Daerah. 

Pasa l 3 

T u j u a n d i s u s u n n y a Pera turan Wal i Kota in i ada lah u n t u k mewujudkah 

penyelengfiraan pemerintahan yang ras ional , proposional, efektif dan efisieh 

da lam me laksanakan Pembangunan dengan menjabarkan tu juan , s a sa ran , 

strategi, a r a h kebi jakan pembangunan dan program Pembangunan yang 

a k a n d i l aksanakan oleh perangkat daerah disertai dengim kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif . 
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Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat deng 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkar 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renjj 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daer 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutny 

10. 

9, 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebu 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untui 
periode 20 (dua puluh) tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnyf 
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasion ,11 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

12. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APB 

adalah rencana keuangan tahunan Pernerintahan Daerah yang dibaha 

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RU ANG LINGKUP 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kata ini adalah sebagai arah dan 

pedoman dalam penyusunan RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah d 

RENJA Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

- . .; �, 
"' • 

�� 

11111 , . 
' ·� ,f 

' 

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kata ini adalah untuk mewujudk 

penyelengaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan 
efisier 

dalam melaksanakan Pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, 

strategi, arah kebijakan pembangunan dan program Pembangunan yang 

akan dilaksanakan oleh perangkat daerah disertai dengan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. 



- 6 -

Pasa l 4 

Ruang l ingkup Peraturan Wal i Kota in i ada la l i : 

a . S is ten ia t ika RPD dan; 

b. Pengendalian dan Eva luas i . 

B A B I I I 

S I S T E M A T I K A RENCANA PEMBANGUNAN D A E R A H 

Pasa l 5 

(1) S is temat ika Rencana Pembangunan Daerah 

T a h u n 2025-2026 mel iputi : 

Kota Gorontalo 

B A B l : PENDAHULUAN 

B A B I I : GAMBARAN UMUM KONDIS I D A E R A H 

B A B 111 : GAMBARAN KEUANGAN D A E R A H 

B A B IV : PERMASALAHAN DAN I S U S T R A T E G I S 

B A B V : T U J U A N DAN SASARAN 

B A B VI : S T R A T E G I S , ARAH K E B I J A K A N DAN PROGRAl/I PR IOR ITAS 

B A B Vll : K E R A N G K A PENDANAAN PEMABNGUNAN DAN PROGRAM 

P E R A N G K A T D A E R A H 

B A B VI I I : K I N E R J A P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H D A E R A H 

B A B IX P E N U T U P 

(2) Renc£ma Pembangunan Daerah sebagaimana d imaksud jDada ayat (1) 

sebagaimana tercantum da lam lampiran yang merupakan bagian yanjg 

t idak terp isahkan dar i Peraturan Wal i K(3ta in i . 

B A B IV 

PENGENDAL IAN DAN E V A L U A S I 

Pasa l 6 

(1) Kepala B a d a n Perencanaan Penelit ian dan Pengembangan 

bertaiggungjawab atas pengendalifin dan eva luas i terhadap 

pe laksanaan RPD Kota Gorontalo T a h u n 2025-2026. 
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Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah : 

a. Sistematika RPO dan; 

b. Pengendalian dan Evaluasi. 

BAB III 

SISTEMATIKA RENCANA PEMBA.NGUNAN DAERAH 

Pasal 5 

(1) Sistematika Rencana Pembangunan Daerah Kota Gorontal 

Tahun 2025-2026 meliputi : 

BAB I 

BAB I[ 

BAB Ill 

BAB IV 

BAB \1 

BAB VI 

BAB Vil 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

GAMBARAN KEUANGAN DA�RAH 

PERMASALAHAN DAN !SU STRATEGIS 

TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS 

KERANGKA PENDANAAN PEMABNGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

(2) 

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

BAB IX PENUTUP 

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat q) 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yanlg 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

. " v 
�� • 
U'9 .. 
'" ' 

( 1) Ke pal a Bad an 

bertanggungjawab 

Pasal 6 

Perencanaan Penelitian dan Pengembangj 

atas pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPO Kota Gorontalo Tahun 2025-2026. 
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(2) Kepaki Perangkat Daerah bertanggunjawab atas pengendalian dan 

eva luas i pe laksanaan R E N S T R A Perangkat Daerah T a h u n 2025-2026 . 

B A B V 

K E T E N T U A N P E R A U H A N 

Pasa l 7 

Sebelum Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah (RPJMD) periode 

se lanjutnya ditetapkan, penyusunan Renccina Ker ja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dan Perubahan R K P D berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kota Gorontalo T a h u n 2025-2:026. 

B A B V I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 8 

Peraturan Wali Kota in i mu la i ber laku pada txinggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta h k a n pengundangan Peraturan 

Wal i Kota in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Di tetapkan di Gorontalo 

pada tEinggal 29 J a n u a r i 2024 

/GOlf^ALI KOTA GORONTALO, ! ' 

T E N A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

padatangga l 29 i a n u a r i 2024 

S E K R E T A R I S D A ^ A W KOTA GORONTALO, 

I SM 

B E R I T A D A E R A H KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR. 2 

. 7 - 

(2) Kepala Perangkat Dae rah bertanggunj awab atas pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP,JMD) periode 

selanjutnya ditetapkan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dan Perubahan RKPD berpedoman pada Rencana Pernbangunan 
Daerah {RPO) Kota Gorontalo Tahun 2025-'.;:026. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 29 Januari 2024 

f"Y1flVAL1 KOTA 
GORONTALO,t 

� 

Diundangkan di Gorontalo 

TEN A. TAHA 

pada tanggal 2 9 nuari 2024 

. 
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SEKRETARIS DA RA KOTA GORONTALO, 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR.2 


